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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penuangan bentuk-bentuk yang mempunyai sifat pidana ke dalam aturan- 

hukum pidana adalah realisasi dari manusia untuk melindungi 

kesejahteraan bersama, kesentosaan dan keadilan sebagaimana diidam-idamkan 

dalam cita-cita hukum suatu bangsa khususnya, umat manusia pada umumnya.

Sama halnya dengan cita-cita lain adalah mudah untuk mengidamkannya. 

Walaupun usaha-usaha telah diatur semaksimal mungkin, tetapi seringkah 

menampilkan kelemahan serta kekurangan maupun dalam penerapan cita-citanya 

seperti yang terjadi pada Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP yang mengatur tentang 

perbuatan pengemisan dan gelandangan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 504 yaitu sebagai berikut:

aturan

(1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan 
pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas 
enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Dan juga Pasal 505 KUHP yaitu sebagai berikut:

(1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan 
pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di 
atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

Karena gejala orang gelandang umumnya disebabkan oleh keadaan sosial 

ekonomi Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka sejak

1
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permulaan kemerdekaan Republik Indonesia dirasakan bahwa pasal-pasal KUHP 

mengancam perbuatan mengemis (Pasal 504 KUHP) dan perbuatan 

gelandangan (Pasal 505 KUHP) dengan pidana, tidak sesuai dengan kepribadiaan 

dan rasa keadilan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila.

Pengertian perbuatan pengemisan adalah “perbuatan orang-orang yang 

ingin mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan 

dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.1 Demikian 

pula gelandangan adalah “orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan 

pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat 

umum”.2

yang

cara

Perbuatan tersebut dipandang oleh masyarakat pada umumnya sebagai

perbuatan tercela dan tidak bermoral, tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai

dengan norma kehidupan bangsa- Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Pengemisan tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan, karena keduanya 

sangat berhubungan erat, begitupun dengan gelandangan. Apa-apa yang menjadi 

ciri-ciri gelandangan adalah identik dengan ciri-ciri pengemis, demikian pula 

sifat-sifatnya walaupun dari kedua hal itu tetap ada perbedaannya. Kalau aspek 

ekonomi merupakan alasan untuk menyebabkan adanya gelandangan, berarti akan

'Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politiea, Bogor, 1976 hal 225 
2Ibid, hal. 226
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menimbulkan juga pengemis. Di Indonesia masih dirasakan bahwa ekonomi 

sebagai alasan timbulnya gelandangan.

Gejala kemiskinan dapat mengundang ketidaktertiban dan penyakit 

masyarakat. Hal ini tentu tidak diinginkan. Dengan kemiskinan dapat memisah 

koordinasi jaringan sosial yang dari kemiskinan tersebut menuju kepada 

pengemisan. Pengemisan akan dapat melemahkan ketahanan Nasional, oleh itu 

perbuatan mengemis akan mengganggu serta merugikan masyarakat.

“Sebagaimana diketahui masalah pengemisan dan gelandangan diatur 

dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP yang perbuatannya diancam dengan

hukuman pidana. Tetapi kenyataan kedua Pasal dalam KUHP tersebut yaitu Pasal 

504 dan Pasal 505 belum dilaksanakan, sehingga tidak berlaku secara efektif’.3

Sehubungan dengan efektif atau tidak efektifnya hukum itu, paling sedikit

dikembalikan kepada 5 (lima) faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada

perbuatan yang dilarang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni para pihak-pihak yang membentuk maupun

yang menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 24



4

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.4

Pengemisan dan gelandangan banyak dijumpai di seluruh Nusantara, 

terutama di kota-kota besar di Indonesia, mereka hidup dan pekerjaannya

mengembara, terutama gelandangan. Sedangkan pengemis pekerjaannya 

meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara untuk mendapatkan belas 

kasihan dari orang lain. Hal ini merupakan kenyataan, bahwa keadaan sosial

ekonomi yang mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan

merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis. Sungguh tidak

sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dalam rangka

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang material dan spritual.

Secara kriminologi, pengemisan dan gelandangan memiliki sifat-sifat

yang sama dengan-perkara penipuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 378 KUHP

yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang 

maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun”.

1. Kejahatan ini dinamakan penipuan, penipuan itu pekerjaannya yaitu sebagai 

berikut:

A/bid, hal. 5
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a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau

menghapuskan piutang.

b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan melawan hukum.

c. Membujuknya dengan memakai :

1) Nama palsu atau keadaan palsu

2) Akal cerdik (tipu muslihat)

3) Karangan perkataan bohong.

2. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang

sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui 

duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.5

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perbuatan

pengemisan dan gelandangan adalah melalui usaha preventif yaitu program 

pemerintah yang berkaitan dengan memberi bantuan sosial serta pemberdayaan 

masyarakat melalui kesempatan kerja, penataan pemukiman serta peningkatan 

derajat kesehatan secara optimal. Sedangkan usaha yang bersifat represif yaitu 

tatanan masyarakat dengan cara memberdayakan orang yang melakukan 

pengemisan dan gelandangan yang telah direhabilitatif agar dapat berperan 

kembali ke masyarakat”.6

5Soesilo, Op.Cit, hal. 158.
6Soeijono Soekanto, Op. Cit, hal. 45.
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Dari latar belakang di atas perlu kiranya penyusun menarik beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dari penulisan skripsi yang berjudul:

“Efektivitas Berlakunya Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP

Di Kota Palembang”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut:

a. Bagaimana Efektivitas Berlakunya Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP

Di Kota Palembang ?

b. Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Masalah Yang Berkaitan

Dengan Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP Di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Dan untuk diketahui secara umum, setiap penulisan mempunyai tujuan

- yang ingin dicapai, untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan

teoritis yang diperoleh selama studi.

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

a. Untuk Mengetahui Efektivitas Berlakunya Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal

505 KUHP Di Kota Palembang.

b. Untuk Mengidentifikasi Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Masalah 

Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 504 Dan Pasal 505 KUHP Di Kota

Palembang.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan

manfaat, yaitu :

a. Manfaat Teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam

bidang penulisan yang diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, dan 

analisis data. Selain itu penelitian ini juga merupakan suatu latihan penerapan

teori-teori dan pegetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama ini,

khususnya dalam hukum pidana.

b. Manfaat Praktis yaitu dimaksudkan untuk memberi masukan pada praktisi dan

aparat penegak hukum pidana dalam kaitan penyelesaian kasus-kasus

pelanggaran keamanan umum.

E. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka 

penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu untuk 

menggambarkan suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil 

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

2) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis 

empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari 

penelitian lapangan, juga menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai
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penunjang, yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber 

yang berhubungan dengan Skripsi.

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana 

pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan

studi dokumen, yaitu :

Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen,

KUHP, KUHAP, dan Perda No. 44 Tahun 2002 Tentang Ketertiban

dan Ketenteraman di Tempat Umum.

Bahan Hukum Sekunder yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, dan

pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan

tersebut.

Bahan Hukum Tersier yaitu terkait dengan kamus dan ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (Field Research)

Adalah data dengan cara melakukan wawancara melalui daftar pertanyaan 

sebagai pedoman.
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b. Studi Pustaka (Library Research)

Yaitu mempelajari bahan/literatur yang berkaitan dengan skripsi.

5) Populasi dan Sampel

Populasi data penelitian ii adalah aparat yang terkait dengan penegakan 

hukum pidana dan pembinaan terhadap gepeng. Sampel ditentukan secara 

puposive sampling yang terdiri dari :

a. A. Malik Danil, SE (Sub Din Pelayanan Dan Rehabilitas Sosial) di

Departemen Kesejahteraan Sosial.

b. M. Sabar (Kepala POLISI PAMONG PRAJA) di POLISI PAMONG

PRAJA Kota Palembang.

6) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Palembang.

7) Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya 

panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan 

sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab 

permasalahan dalam skripsi ini.
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